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PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 56 TAHUN 2016 -

TENTANG

P_ERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Menimbang :

T

Mengingat

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BINJAI,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat untuk terwujudnya  tertib administrasi
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) sesuai Peraturan Daerah Kota Binjai
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 13
Tahun 2011 tentang Ferubahan atas Peraturan Daerah Kota
"Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah
ditetapkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 3 Tahun 2013
tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan
angunan Perdesaan dan Perkotaan;
b. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap hak
dan kewajiban Wajib Pajak (WP), penegakan hukum, dan
" meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar PBB-P2 di
Kota: Binjai, perlu menyempurnakan pengaturan tentang
Penagihan PBB-P2;

- ¢. bahwa berdasarkan pertimbangan' sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang * Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah

C
7.
8.
® 9.

' 10.

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3987); .

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049); _

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan "Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 2)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Binjai Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor
10);

Peraturan Walikota Binjai Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Binjai Tahun
2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN.......



> *
b

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 3 Tahun 2013
tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 3}, diubah sebagai
berikut:

1 Diantara ayat (4) dan (5) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a),
sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Penagihan dilaksanakan melalui penetapan STPD dan
- SKPDKB/SKPDKBT.
(2) STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
(3) Sebelum Surat Teguran diberikan, dilakukan upaya persuasif selama 1
(satu) bulan setelah jatuh tempo.
(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat {3) diberikan 7 (tujuh)
, hari setelah dilakukan upaya persuasif.
- (4a) Apabila setelah Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
' Wajib Pajak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tidak melunasi PBB-P2
- terutang maka dilakukan pemasangan stiker/papan informasi yang
berisi pemberitahuan belum melunasi PBB-P2.
{5) Surat . Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
: berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Ketéﬂt_u_an Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Penagihan SKPDKB /SKPDKBT, dilakukan melalui tahapan:
‘a. Dinas memeriksa SPPT/SKPD, STPD, SSPD sebelum lewat jangka
waktu 5 (lima) tahun sejak dibayar oleh Wajib Pajak.
b. terhadap SPPT/SKPD, STPD, SSPD yang ternyata kurang bayar, Dinas
menetapkan SKPDKB, SKPDKBT;
c. Wajib Pajak menerima SKPDKB, SKPDKBT dan membayarkan PBB-P2
, -terutang sesuai dengan prosedur pembayaran PBB-P2.
(2) Penerbitan Surat Teguran, melalui tahapan:
a. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
_ Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan
© jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar
- penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama
' 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
b. dalam hal STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan,
~Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam waktu 1
(satu) bulan sejak hari jatuh tempo, Dinas melakukan upaya persuasif
kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB-P2 terutang;

c.setelah.......



c. setelah 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, atas permohonan
| penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib
Pajak yang disetujui, maka Dinas tetap melakukan upaya persuasif
kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB-P2 terutang;
d. setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo, atas permohonan
penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib
Pajak yang tidak disetujui, maka Dinas menerbitkan Surat Teguran;
e. Surat Teguran diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu
masing-masing 7 (tujuh) hari;
f. khusus Surat Teguran III berisi pemberitahuan bahwa apabila tidak
- melunasi PBB-P2 akan dilakukan pemasangan stiker/papan informasi
~ yang berisi pemberitahuan belum melunasi PBB-P2.
: (3) Setelah lewat 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran III sebagaimana
, dimaksud pada ayat (2) huruf f diberikan, Wajib Pajak tidak
: : melaksanakan kewajibannya, maka Dinas memasang stiker/papan
informasi yang berisi pemberitahuan belum melunasi PBB-P2 di lokasi
objek pajak tersebut.

; | B Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

o | |
; - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
o Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM Ditetapkan di Binjai

o Amf DATRAH KOTA BINJAT pada tanggal 6 Desember 2016

| M WALIKOTA BINJAL,

OTTO HARIANTO, SH A
NIP. 19621229 198503 1 006 ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
C“ pada tanggal 6 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,
ttd

ELYUZAR SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2016 NOMOR 56




